BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan

beberapa hal diantaranya :

1. Akuntabilitas kinerja kantor kementerian agama khususnya berkaitan

dengan hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan
ditemukan bahwa adanya pertanggungjawaban yang baik khususnya
berkaitan dengan uang penyuluh. Penerima layanan dalam hal ini
penyuluh merasa puas dengan pertanggungjawaban keungan.
Akuntabilitas kinerja kementerian agama kegiatan untuk mewujudkan
kerukunan umat beragama serta memberikan Pendidikan bagai anak
mulai dari anak usia dini sampai kejenjang Pendidikan tinggi

Kantor kementerian agama dalam  mempertanggungjawabkan
kinerjanya dilakukan melalui LAKIP yaitu laporan akuntabilitas
Kinerja Instansi pemerintahan setiap tahunnya. Laporan tersebut
memuat ketercapaian Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja
tambahan dari actor kementerian Agama Kabupaten TTU

Akuntabilitas dapat memperbaiki kinerja belum sepenuhnya dilakukan
karena pagawai masih mengerjakan pekerjaan rutin dan belum ada

inovasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kseimpulan penelitian diatas maka peneliti menyarankan

beberapa hal diantaranya :

1.

Kantor kementerian agama melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan
dengan penggunaan IT bagi semua pegawai.

Setiap pegawai perlu memahami tupoksi dengan baik dan mampu
melakukan inovasi dalam pekerjaannya.

Perlunya peningkatan pencapaian Indikator kinerja utama dan tambahan

bagi kantor kementerian agama kabupaten TTU.
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